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Abstrak
 

Kreatifitas merupakan modal bagi seseorang untuk menciptakan karyanya. Meski demikian kreatifitas

haruslah dapat membawa manfaat. Individu yang menghasilkannya juga perlu mendapatkan kepastian

hukum sehingga terjaminlah perlindungannya. Namun perlindungan yang bersifat domestik dianggap

belumlah cukup. Komunitas internasionalpun akhirnya turun tangan dengan mengeluarkan dua hal terkait

perlindungan hak cipta, yakni Berner Convention dan Universal Copyright Convention. Setiap individu

maupun kelompok secara regulasi mendapatkan perlindungan hukum (UU No.28 Tahun 2014). Negara

berkembang khawatir bahwa penerapan HKI yang ketat justru akan membuat harga royalti dan lisensi makin

mahal, dan negara-negara berkembang banyak yang belum bisa mengikuti regulasi yang ada dalam

melakukan pembayaran royalti dan lisensi dalam konteks ini adalah royalti dan lisensi hak cipta musik.

Dalam beberapa pasal pada Undang-Undang Hak Cipta, diaturlah apa yang dinamakan aspek pidana. Mulai

dari Pasal 112 sampai dengan Pasal 119. Diantara delapan buah pasal tersebut, yang berkaitan dengan usaha

karaoke adalah Pasal 113, Pasal 117, dan Pasal 119. Pasal 113 dan Pasal 117 mengatur mengenai larangan

menggunakan hak ekonomi untuk kepentingan komersil tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta.

Penegakan hukum aktual (actual enforcement) adalah gambaran yang tampak atau terealisir. Penegakan

hukum aktual terjadi karena penegakan hukum total terhambat karena berbagai kendala seperti undang-

undang yang tidak sempurna, kekurangan sarana dan prasarana penegakan hukum, kualitas sumber daya

manusia yang kurang, juga partisipasi masyarakat yang rendah. Selain itu dalam penegakan hukum yang

total terdapat diskresi dimana terdapat decision not to enforce. Situasi tersebut dinamakan diskresi polisi.

Profesionalisme Polri dipertaruhkan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum salah satunya dalam

penegakan hukum tindak pidana Hak Cipta dalam usaha karaoke. Seorang polisi yang profesionalisme

digambarkan sebagai seorang ahli yang memiliki pengetahuan khusus dalam suatu bidang tertentu yang

dianggap penting dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu kemampuan penegakan hukum ideal dan

aktual penting untuk mengetahui kondisi riil penegakan tindak pidana hak cipta dalam usaha karaoke oleh

Polri.

......Creativity is a capital for someone to create his work. Nevertheless creativity must be able to bring

benefits. Individuals who produce it also need legal certainty so that protection is guaranteed. However,

domestic protection is deemed insufficient. The international community finally intervened by issuing two

things related to copyright protection, namely the Berner Convention and Universal Copyright Convention.

Every individual or group in regulation gets legal protection (Law No.28 of 2014). Developing countries are

concerned that the strict application of IPR will make royalties and licenses more expensive, and many

developing countries that have not been able to follow existing regulations in paying royalties and licenses

in this context are royalties and music copyright licenses. In several articles in the Copyright Act, what is
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called the criminal aspect is regulated. Starting from Article 112 to Article 119. Among the eight articles,

those relating to karaoke business are Article 113, Article 117, and Article 119. Article 113 and Article 117

regulate the prohibition on using economic rights for commercial interests without the author's permission or

holder Copyright. Actual law enforcement (actual enforcement) is a picture that appears or is realized.

Actual law enforcement occurs because total law enforcement is hampered due to various obstacles such as

imperfect laws, lack of facilities and infrastructure for law enforcement, lack of quality human resources,

and low community participation. Besides that, in total law enforcement there is discretion where there is a

decision not to enforce. This situation is called police discretion. The professionalism of the Indonesian

National Police is at stake in carrying out its duties as a law enforcer, one of which is the enforcement of the

law on Copyright in the karaoke business. A policeman whose professionalism is described as an expert who

has special knowledge in a particular field that is considered important in people's lives. Therefore, the

ability to enforce ideal and actual law is important to know the real conditions of enforcement of criminal

acts of copyright in the karaoke business by the National Police.


